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LAPORAN 

KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

TAHUN 2021 

Nomor: 067/0033 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Umum 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) 

hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik 

dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan dan cara sederhana.  

Implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi Publik. 

Melalui kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama karena 

kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah. 

Adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 membuat adanya rasionalisasi anggaran 

di semua sektor, termasuk sosialisasi-sosialisasi. Akan tetapi pelayanan informasi 

publik tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media penyampaian permohonan informasi publik. Begitu 

pula dengan koordinasi internal tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol 

kesehatan yang ketat baik berupa rapat koordinasi maupun melalui daring. 

  

 B. ... 
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B. Maksud dan Tujuan 

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat 

capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di 

Kabupaten Sleman tahun anggaran 2021. 

C. Ruang Lingkup 

Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman 

D. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik; 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika;  

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi; 

9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar 

Layanan Informasi Publik Kalurahan; 

10. Keputusan Bupati Sleman Nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang diperbarui dengan Keputusan 

Bupati Sleman Nomor 62.3/Kep.KDH/A/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan 

Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten 

Sleman; 

11. Keputusan Bupati Sleman Nomor 119.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Indikator 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

12. ... 
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12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman 

Nomor 46/Kep.KOMINFO/2017 tentang Daftar Informasi Publik; 

13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman 

Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan; 

14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku 

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman 

Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola 

Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 

74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan. 

II. MATERI LAPORAN 

A. Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Sosialisasi PPID untuk OPD dan Kalurahan 

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di setiap 

Badan Publik 

3. Penyusunan Keputusan Bupati tentang PPID 

4. Pelayanan Informasi Publik 

5. Pembinaan PPID Kapanewon dan Kalurahan 

6. Mengikuti Monitoring Evaluasi KID DIY Tahun 2021 

B. Faktor yang mempengaruhi  

1. Anggaran 

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik 

dianggarkan sebesar Rp19.150.000,00 pada DPA Dinas Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2021.  

Anggaran pengelolaan layanan informasi publik ini juga tersedia di seluruh 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp1,2 

milyar dengan anggaran pada bidang Kesekretariatan . 

2. Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pemerintah 

Kabupaten Sleman didukung oleh tim yang melibatkan seluruh organisasi 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan 

Keputusan Bupati Sleman Nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang Pejabat 

Pengelola... 
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Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi   Pembantu,   dan   Sekretariat   Pejabat  Pengelola  Informasi  dan 

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang diperbaharui dengan 

Keputusan Bupati Sleman Nomor 62.3/Kep.KDH/A/2021 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Daerah.  

 

3. Sarana dan Prasarana 

PPID Kabupaten Sleman menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik 

yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat 

telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, meja pelayanan 

petugas, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan 

informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. 

 

Atasan PPID

Bupati

PPID

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika

PPID Pembantu 
Sekretaris Dinas dan 
Panewu Anom di 46 

OPD dan Kapanewon

Sekretariat 
PPID

PPID... 
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PPID Kabupaten Sleman juga menyediakan akses layanan permohonan 

informasi PPID melalui e-mail pelayanan ppid@slemankab.go.id dan aplikasi 

online e-PPID yang tersedia di website https://ppid.slemankab.go.id. Pemohon 

Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi 

secara online, kemudian permohonan informasi tersebut diproses melalui 

layanan back office oleh petugas layanan PPID yang ada di tiap OPD. 

 

C. Hasil pelaksanaan kegiatan 

1. Pertemuan dan Sosialisasi PPID  

a. Seminar dan Penyerahan Hasil Monitoring Evaluasi KID DIY Tahun 2020, 

19 Februari 2021. Dihadiri seluruh PPID Pembantu pada badan publik di 

Kabupaten Sleman dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah DIY. 

b. Sosialisasi Pembentukan PPID Kalurahan Tahap I (25 Februari 2021), 

Tahap II (9 Maret 2021), dan Tahap III (10 Maret 2021) dengan narasumber 

Komisi Informasi Daerah DIY yang dihadiri oleh perwakilan setiap kalurahan 

dari seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. 

c. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik di Kapanewon 

Seyegan pada 30 Maret 2021 dengan narasumber Kepala Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik, Noor Hidayati ZP. 

d. Audiensi Komisi Informasi Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten 

Sleman dan Penyerahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2020 pada 23 April 2021 yang diterima langsung 

oleh Wakil Bupati Sleman. 

e. ... 
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e. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Daerah DIY dan Evaluasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi 

Daerah DIY Tahun 2016-2020 pada 15 Juni 2021 yang dihadiri oleh PPID 

Pembantu pada badan publik di Kabupaten Sleman. 

f. Pendampingan dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon 

Ngemplak pada 24 Juni 2021 dengan narasumber Kepala Seksi 

Pengelolaan Informasi Publik, Yudiarto Setiawan. 

g. Pembinaan Pengelolaan PPID Kapanewon Sleman pada 8 September 2021 

dengan narasumber Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Yudiarto 

Setiawan. 

h. Sosialisasi dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dalam Lingkup Kapanewon dan Kalurahan di Kapanewon Moyudan 

pada 9 November 2021 dengan narasumber Kepala Seksi Pengelolaan 

Informasi Publik, Sukarjo. 

i. Bimtek Pengelolaan Desk Pelayanan Informasi Publik kepada Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tanggal 

22-23 November 2021 dengan narasumber Kepala Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Noor Hidayati ZP. 

j. Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Komisi 

Informasi Daerah DIY Tahun 2021 pada 6 Desember 2021 dengan 

narasumber dari Komisi Informasi Daerah DIY yang dihadiri oleh PPID 

Pembantu pada badan publik di Kabupaten Sleman. 

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di tiap OPD 

a. PPID Kabupaten Sleman mengevaluasi penyediaan informasi publik di 

website perangkat daerah setiap bulan yang hasilnya dilaporkan setiap tiga 

bulan baik ke pimpinan daerah maupun ke masing-masing OPD (terlampir).  

b. Monitoring dan evaluasi pelayanan permohonan informasi melalui e-PPID, 

dan kemudian PPID Kabupaten Sleman memberikan laporan mingguan 

pelayanan informasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah 

(terlampir). 

 

 

 

3. ... 
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3. Penyusunan Keputusan Bupati Sleman Nomor 62.3/Kep.KDH/A/2021 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman 

(mengganti Keputusan Bupati Sleman Nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman) 

 

4. Pelayanan informasi publik 

a. Pelayanan permohonan informasi 

Tahun 2021 PPID Pemerintah Kabupaten Sleman menerima 755 

permohonan informasi yang tersebar di 46 PPID Pembantu dan 1 PPID 

Utama dengan rincian sebagai berikut. 

• Permohonan disetujui    : 635 

• Permohonan ditolak    : 57 

• Permohonan dengan dokumen tidak lengkap : 47 

b. Penyediaan informasi 

Tahun 2021, PPID Pemerintah Kabupaten Sleman telah memutakhirkan 

konten informasi publik pada website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman 

di... 
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di https://slemankab.go.id/, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 

11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala,  informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi  yang 

wajib tersedia setiap saat. Selain itu juga mendorong website masing-

masing OPD untuk menyediakan menu informasi publik. 

5. Pembinaan PPID Kalurahan 

PPID Kabupaten Sleman melalui sosialisasi kepada Kalurahan terus melakukan 

pembinaan kepada Kalurahan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai akhir tahun 2021, 

ada 44 kalurahan dari 86 kalurahan yang sudah membentuk PPID yakni:  

• Kalurahan Sendangadi 

• Kalurahan Tirtoadi 

• Kalurahan Sinduadi 

• Kalurahan Sumberadi 

• Kalurahan Tlogoadi 

• Kalurahan Sendangmulyo 

• Kalurahan Sendangsari 

• Kalurahan Sendangarum 

• Kalurahan Sumberrahayu 

• Kalurahan Sumbersari 

• Kalurahan Sumberagung 

• Kalurahan Sumberarum 

• Kalurahan Pandowoharjo 

• Kalurahan Triharjo 

• Kalurahan Caturharjo 

• Kalurahan Trimulyo 

• Kalurahan Tridadi 

• Kalurahan Purwomartani 

• Kalurahan Tirtomartani 

• Kalurahan Tamanmartani 

• Kalurahan Sindumartani 

• Kalurahan Bimomartani 

• Kalurahan Widodomartani 

• Kalurahan Wedomartani 

• Kalurahan Condongcatur 

• Kalurahan Maguwoharjo 

• Kalurahan Caturtunggal 

• Kalurahan Girikerto 

• Kalurahan Ambarketawang 

• Kalurahan Trihanggo 

• Kalurahan Margokaton 

• Kalurahan Margodadi 

• Kalurahan Margoluwih 

• Kalurahan Kepuharjo 

• Kalurahan Wukirsari 

• Kalurahan Margorejo 

• Kalurahan Sumberrejo 

• Kalurahan Merdikorejo 

• Kalurahan Lumbungrejo 

• Kalurahan Sariharjo 

• Kalurahan Donoharjo 

• Kalurahan Purwobinangun 

• Kalurahan Pakembinangun 

• Kalurahan Harjobinangun 

Selain... 
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Selain itu, ada 1 kalurahan yang sudah menerbitkan Peraturan Kalurahan 

tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni Kalurahan Ambarketawang 

(Kapanewon Gamping).  

6. Capaian PPID Tahun 2021 

Capaian yang diperoleh PPID Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Monitoring 

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang diselenggarakan oleh 

Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

No Kategori 2020 2021 

1 Informatif 6 PPID 20 PPID 

2 Menuju Informatif 11 PPID 12 PPID 

3 Cukup Informatif 7 PPID 8 PPID 

4 Kurang Informatif 16 PPID 6 PPID 

5 Tidak Informatif 11 PPID 6 PPID 

 

a. Terbaik I Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, 

b. Terbaik I Kategori Badan Non Struktural se-DIY (Badan Pengawas Pemilihan 

Umum), 

c. Terbaik I Kategori OPD Kapanewon/Kemantren se-DIY (Kapanewon Depok),  

d. Terbaik III Kategori OPD Kapanewon/Kemantren se-DIY (Kapanewon 

Ngaglik), 

e. Terbaik Kategori Badan Usaha Milik Daerah se-DIY (PT BPR Bank Sleman), 

f. Badan Publik Kualifikasi “Informatif”  

1. Pemerintah Kabupaten Sleman 

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  

6. Dinas Kebudayaan 

7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

8. Dinas Komunikasi dan Informatika 

9. Dinas Pemuda dan Olahraga 

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

11. Kapanewon Ngaglik 

12. Kapanewon Depok 

13. ... 
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13. Kapanewon Ngemplak 

14. Kapanewon Moyudan 

15. Kapanewon Cangkringan 

16. Kapanewon Mlati 

17. Kapanewon Tempel 

18. Kapanewon Godean 

19. PT BPR Bank Sleman 

20. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

g. Badan Publik Kualifikasi “Menuju Informatif”  

1. Dinas Pariwisata  

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

3. RSUD Prambanan  

4. Inspektorat  

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah 

8. Dinas Sosial 

9. Kapanewon Prambanan 

10. Kapanewon Turi 

11. Kapanewon Gamping 

12. Kapanewon Seyegan 

7. Hambatan yang dihadapi 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah 

Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:  

a. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh 

organisasi perangkat daerah dan kalurahan; 

b. PPID Pembantu dan admin PPID yang ditunjuk belum semua berkontribusi 

secara maksimal, sehingga informasi yang wajib disediakan di website 

setiap organisasi perangkat daerah belum tersedia secara lengkap, dan 

penggunaan e-PPID masih belum optimal pada beberapa organisasi 

perangkat daerah;  

c. Pembentukan PPID Kalurahan belum merata/optimal. 

III. KESIMPULAN DAN LANGKAH PERBAIKAN 

a. PPID Kabupaten Sleman terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan 

terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pembantu dan admin e-PPID di 

 organisasi... 
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organisasi perangkat daerah, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan 

jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas 

untuk disampaikan kepada pemohon informasi; 

b. Telah terdapat peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Kabupaten Sleman 

yang dilihat melalui hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh 

KID DIY Tahun 2021, yaitu 20 badan publik dengan kategori informatif dan 12 badan 

publik dengan kategori menuju informatif. Selain itu, dapat dilihat pula dari 

penambahan jumlah kalurahan yang telah membentuk PPID, yaitu sebanyak 14 

kalurahan pada 2020 dan bertambah menjadi 44 kalurahan pada 2021; 

c. Dilakukan penyempurnaan aplikasi layanan e-PPID dan direncanakan 

pengembangan e-PPID Kalurahan; 

d. Pemutakhiran database daftar informasi publik dan daftar informasi yang 

dikecualikan; 

e. Akan dilaksanakan pembentukan PPID Kalurahan di seluruh kalurahan di Kabupaten 

Sleman pada tahun 2022. 

IV. PENUTUP 

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik 

PPID Pemerintah Kabupaten Sleman. 

 

Sleman, 5 Januari 2022 

a.n. Bupati Sleman 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

 

 

EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP 19680330 199803 1 009 
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LAMPIRAN 

 

1. Contoh Monitoring dan Evaluasi Mingguan e-PPID 

2. Contoh Monitoring dan Evaluasi Website OPD Triwulan III Tahun 2021 

3. Arsip Berita Kegiatan Pembinaan PPID



LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID PPID

JUMAT, 15 Januari 2021 KABUPATEN SLEMAN

No 
Tanggal 

Permohonan

Nomor 

Register

Nama Pemohon 

Informasi 
OPD Tujuan  Informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi Jawaban 

Hari Kerja (s.d 

15 Januari 2021)

1 05 Januari 2021 0006 HENI 

PURWANINGSIH
DINKES Data kesehatan mata dan fasilitas layanan 

kesehatan mata daerah Sleman tahun 2020

penyusunan karya ilmiah baru 9 Hari Kerja

2 05 Januari 2021 0007 NDARU

RAMADHAN
DINAS PENDIDIKAN Apakah Pemda Sleman sudah melakukan 

kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (pendidikan/penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat) dengan Universitas 

Gadjah Mada (UGM)?

Untuk mendaftar Jalur

Prestasi Tahun Akademik

2021/2022 Penelusuran Bibit

Unggul Kemitraan (PBUK)

UGM

baru 9 Hari Kerja

3 06 Januari 2021 0008 NDARU

RAMADHAN
KAPANEWON 

NGAGLIK

Apakah Pemda Sleman sudah melakukan 

kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (pendidikan/penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat) dengan Universitas 

Gadjah Mada (UGM)?

Untuk pendaftaran jalur

prestasi penelusuran bibit

unggul kemitraan Universitas

Gadjah Mada (UGM)

baru 8 Hari Kerja

4 06 Januari 2021 0009 NDARU

RAMADHAN
KAPANEWON 

SLEMAN

Apakah Pemda Sleman sudah melakukan 

kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (pendidikan/penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat) dengan Universitas 

Gadjah Mada (UGM)?

Untuk pendaftaran jalur

prestasi penelusuran bibit

unggul kemitraan Universitas

Gadjah Mada (UGM)

baru 8 Hari Kerja

5 09 Januari 2021 0014 DINDA

NURFITRIA PUTRI

YOGYA

DINAS P3AP2KB Melakukan wawancara dan Memohon

Data Korban Kekerasan Pada Perempuan 

dan Anak Tahun

2019-2020 di UPTD PPA Sleman.

Penulisan Skripsi. baru 5 Hari Kerja

6 12 Januari 2021 0016 Aisah Tri

Wahyuni
DINAS SOSIAL Izin memastikan dan memohon

memperoleh untuk data jumlah rumah

tangga miskin atau jumlah penduduk

miskin dengan unit analisisnya desa,

apakah data data tersebut tersedia

nggih? Hal tersebut dikarenakan, ketika

saya cek data podes dan kecamatan

dalam angkanya tidak ada untuk data

tersebut. Mohon bantuannya.

Terimakasih banyak.

Tesis baru 4 Hari Kerja



LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID PPID

JUMAT, 15 Januari 2021 KABUPATEN SLEMAN

No 
Tanggal 

Permohonan

Nomor 

Register

Nama Pemohon 

Informasi 
OPD Tujuan  Informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi Jawaban 

Hari Kerja (s.d 

15 Januari 2021)

7 12 Januari 2021 0017 Aisah Tri

Wahyuni
 DINKES Izin bertanya dan memastikan terkait

data. Untuk data jumlah fasilitas

kesehatan dan tenaga kesehatan

dengan unit analisisnya desa, apakah

data data tersebut tersedia nggih?

Apabila datanya lingkup desa dan

apakah data tersebut ada yang

terbaru? Karena saya sudah mengecek 

kecamatan dalam angka dan podes,

data tersebut tidak tersedia. Hanya ada

kolomnya saja.

Penelitian tesis baru 4 Hari Kerja

8 12 Januari 2021 0018 AMALIA DPTR Citra Pleades 2013,2015,2018 Tugas Akhir baru 4 Hari Kerja

9 13 Januari 2021 0019 TEGUH DWI

PRAYOGO
DISNAKER Pembuatan Kartu Pencari Kerja Ingin Membuat AK 1 Sleman baru 3 Hari Kerja

10 13 Januari 2021 0021 Erma Setyo

Utami
BKPP Softcopy dokumen Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) TA 2021 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 

(Penyediaan Alat Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

11 13 Januari 2021 0022 Erma Setyo

Utami
DPTR Softcopy dokumen Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) TA 2021 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 

(Penyediaan Alat Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

12 13 Januari 2021 0023 Erma Setyo

Utami
DISPORA Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

13 13 Januari 2021 0024 Erma Setyo

Utami
DINAS DUKCAPIL Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

14 13 Januari 2021 0025 Erma Setyo

Utami
DINAS LH Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

15 13 Januari 2021 0026 Erma Setyo

Utami
DISKOMINFO Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

diproses 3 Hari Kerja



LAPORAN MINGGUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI e-PPID PPID

JUMAT, 15 Januari 2021 KABUPATEN SLEMAN

No 
Tanggal 

Permohonan

Nomor 

Register

Nama Pemohon 

Informasi 
OPD Tujuan  Informasi yang diminta Tujuan Penggunaan Informasi Jawaban 

Hari Kerja (s.d 

15 Januari 2021)

16 13 Januari 2021 0027 Erma Setyo

Utami
DINAS PARIWISATA Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

17 13 Januari 2021 0028 Erma Setyo

Utami
DINAS PERINDAG Softcopy dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) TA 2021 Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan &

Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat

Tulis Kantor)

Akademik, untuk penyusunan

tugas akhir (tesis) pada

Magister Ekonomika

Pembangunan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UGM

baru 3 Hari Kerja

18 13 Januari 2021 0029 Lintang Nur

Pratiwi
DINAS PERPUS & 

ARSIP

Kearsipan Magang baru 3 Hari Kerja

19 13 Januari 2021 0030 Angelina

Bertin Else

Jedadu

DINAS PERPUS & 

ARSIP

kearsipan magang baru 3 Hari Kerja

20 14 Januari 2021 0031 Mohamad

Rizal Safidin
DINAS DUKCAPIL Pembuatan KK Baru setelah menikah Untuk membuat KK Baru dan 

Pergantian Status pada E -KTP

baru 2 Hari Kerja

21 14 Januari 2021 0032 Anggriani DINAS P3AP2KB Memohon data di UPTD PPA Menyelesaikan skripsi baru 2 Hari Kerja

22 14 Januari 2021 0033 CV. SETIA

BUDI
DINAS KEBUDAYAAN Pengadaan Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi baru 2 Hari Kerja

23 14 Januari 2021 0034 Rina Ayu

Prasetiya
DPTR SHP alih fungsi lahan/penggunaan

lahan data tabel alih fungsi lahan

Penelitian baru 2 Hari Kerja

24 15 Januari 2021 0035 Chrysan

Easter

Bhanuwati

DPTR 1. SHP Batas Administrasi Kabupaten 

Sleman 2. SHP Sebaran Fasilitas Sosial dan 

Fasilitas Umum (POI) Kabupaten Sleman 3. 

SHP Tapak Bangunan Kawasan Sleman 

Barat 4. SHP Tapak Bangunan Kawasan 

Sleman Timur 5. SHP Tapak Bangunan 

Kawasan Sleman Utara 6. SHP Tapak 

Bangunan Kawasan Sleman Tengah 7. SHP 

Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman

Penelitian tugas akhir baru 1 Hari Kerja

Keterangan: Mohon Direspon

Menjadi Perhatian

Segera Direspon (Melebihi 10 hari kerja)





























PENTINGNYA KETERBUKAAN

INFORMASI UNTUK MASYARAKAT

Posted by admin | Feb 19, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, Pemerintah

Kabupaten Sleman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Sleman mengadakan Seminar dan Penyerahan Hasil Monitoring Evaluasi KID

DIY tahun 2020, Jumat (19/2/2020). Bertempat di Ruang Rapat Lt. 3 Sekretariat

Daerah Sleman, acara ini mendatangkan langsung Komisioner Komisi

Informasi Daerah (KID) Yogyakarta, Rudy Nurhandoko sebagai narasumber.

Selain itu, hadir juga Plt. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum

Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi, dan Kepala Dinas Kominfo Sleman, Eka

Suryo Prihantoro.
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Kunto Riyadi dalam sambutannya sebelum acara menyatakan bahwa

keterbukaan informasi publik pada saat ini sangat penting posisinya. “Karena

sekarang masyarakat sudah melek informasi, dulu informasi kita simpan di laci

meja saja, sekarang informasi sudah begitu terbuka, dibagikan karena sudah

menjadi hak mereka,” ungkapnya.

Sehingga ia berharap agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

Kabupaten Sleman dapat menjadi lebih informatif dalam menyediakan

informasi kepada publik. “Terutama di OPD kapanewon, tidak harus

sempurna, yang penting dapat menyampaikan dan menyediakan informasi

kepada masyarakat,” jelas Kunto.

Sementara itu, Eka Suryo Prihantoro, Kepala Dinas Kominfo Sleman

menyampaikan bahwa Pemkab Sleman melalui Dinas Kominfo telah

melakukan beberapa inovasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik,

antara lain dengan penerapan Aplikasi E-PPID untuk pelayanan permohonan

informasi publik yang murah, cepat dan terdokumentasi.

Selain itu, Dinas Kominfo juga rutin melakukan evaluasi terhadap website

perangkat daerah mengenai ketersediaan informasinya. “Jadi yang dievaluasi

adalah websitenya, bukan medsos,” ungkap Eka.

Sementara itu, Rudy Nurhandoko, Komisioner KID DIY menyebutkan bahwa

pelayanan informasi yang baik itu dapat dilihat dari kesiapan badan publik

dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Misalnya uji

akses informasi melalui permintaan informasi dari email, apakah badan publik

tersebut bisa menyediakan informasinya secara tepat waktu sesuai dengan

ketentuannya,” ungkap Rudy

Ia menyapaikan bahwa KID melakukan penilaian salah satunya dari uji akses

ini, selain dari Self Assessment Questionnaire (SAQ), dan penilaian website,

“Setiap badan publik itu sama penilaiannya melalui tiga tahap ini,” jelasnya.

Rudy juga menegaskan bahwa, untuk memastikan kualitas penilaian, KID

menggandeng beberapa pihak yang terdiri dari Perguruan Tinggi yang ada di

DIY dan juga LSM. “Kami berusaha untuk melibatkan masyarakat sipil untuk

terlibat dalam penilaian,” ungkapnya lagi.

Pada acara tersebut, juga diberikan penghargaan bagi beberapa badan publik

di Kabupaten Sleman, yang meraih predikat sebagai badan publik informatif

dan menuju informatif. Untuk badan publik yang masuk kategori informatif

ada 6, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika,

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman, Kapanewon Moyudan dan Kapanewon Depok.

Sementara badan publik yang masuk kategori menuju informatif yaitu PPID

Pemkab Sleman, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kapanewon Mlati,

dan Kapanewon Godean.
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KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI

MEDIA KONTROL KINERJA PEMERINTAH

Posted by admin | Feb 26, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di

tingkat kalurahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten

Sleman menggelar Sosialisasi Pembentukan PPID Kalurahan tahap I, Kamis

(25/2/2021). Acara yang diadakan di Ruang Rapat Lt. 3 Sekretariat Daerah Sleman

ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Moh. Hasyim

yang bertindak sebagai narasumber.

Sosialisasi sendiri dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap untuk

menghindari terjadinya kerumunan peserta, dengan tahap pertama ini terdiri

dari kalurahan yang terdapat di 5 kapanewon di Kabupaten Sleman, yaitu

Kalurahan di Kapanewon Minggir, Moyudan, Seyegan, Godean, dan Tempel.
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Moh. Hasyim dalam pemaparannya menyebutkan bahwa keterbukaan informasi

untuk publik dapat dikatakan sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia,

yaitu hak untuk memperoleh informasi.

“Seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dimana seluruh informasi itu sifatnya terbuka,

kecuali ada beberapa informasi yang dikecualikan, misalnya informasi yang

mengancam keamanan atau informasi pribadi seseorang,” paparnya.

Oleh karena itu, Hasyim meminta para pejabat publik untuk mengubah

perspektif dan pola pikir mereka dalam menyikapi keterbukaan informasi ini.

“Kalau biasanya kita anggap membuka informasi untuk publik itu bahaya,

sekarang kita ubah cara pandang itu. Untuk pelayanan informasi juga, dulu

dipersulit dan lama, sekarang harus dipermudah dan dipercepat,” jelas Hasyim

lagi.

Pembentukan PPID sampai ke tingkat kalurahan dikatakan Hasyim juga dapat

menjadi media masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja

pemerintahan. Bahkan dengan kemudahan memperoleh informasi, Hasyim

menyebutkan bahwa masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam menjalankan

program-program pemerintah.

“Keterbukaan informasi juga dapat menjadi kontrol untuk pemerintah supaya

berhati-hati dan tidak berani korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro

mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini telah berupaya untuk

memudahkan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di

Kabupaten Sleman, salah satunya melalui pembentukan PPID sampai di tingkat

Kalurahan.

Menurutnya, tersedianya PPID di tingkat kalurahan akan sangat membantu

implementasi keterbukaan informasi untuk publik, terlebih diera informasi ini.

“Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus melakukan pembinaan dan

monitoring di kalurahan hingga PPID di tingkat kalurahan terbentuk 100%,” jelas

Eka.

Mendukung pernyataan Eka, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, Purwati

menyebutkan bahwa Pemkab Sleman akan mengatur jadwal untuk melakukan

pendampingan dalam proses pembentukan PPID kalurahan. Selain itu, Pemkab

juga akan membentuk tim pertimbangan untuk menentukan informasi yang

harus disediakan oleh kalurahan.

“Mana saja informasi yang dapat diberikan ke publik, mana yang harus

dirahasiakan. Ini juga untuk menghindari orang-orang yang meminta informasi

untuk hal yang tidak wajar,” ujarnya.

Sehingga ia berharap setiap kalurahan dapat bergerak dengan cepat dalam

menyelesaikan proses pembentukan PPID di kalurahannya. “Seluruh peserta

yang hadir dalam pertemuan ini agar dapat menyelesaikan pembentukan PPID di

tingkat kalurahan sebelum deadline, yaitu pada tanggal 11 Maret 2021,” ucap

Purwati. (Rep Hida)
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PPID UNTUK PEMENUHAN HAK

MEMPEROLEH INFORMASI

Posted by admin | Mar 10, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Salah satu hal yang menjadi alasan dalam rangka penerapan keterbukaan

informasi publik adalah pemenuhan dari hak atas informasi dari publik itu

sendiri. Hal tersebut telah diatur oleh Konstitusi, berdasarkan Pasal 28F UUD

1945 yang menjadi dasar hak konstitusional seseorang dalam memperoleh

informasi. Oleh karena itu, setiap badan publik diwajibkan untuk

menyediakan informasi untuk setiap warga, termasuk salah satunya adalah

Kalurahan.
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Hal itulah yang disampaikan oleh Rudy Nurhandoko, Komisioner Komisi

Informasi Daerah (KID) DIY ketika menjadi narasumber dalam acara

Sosialisasi Pembentukan PPID Kalurahan, Selasa (9/3/2021) di Ruang Rapat

Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman.

Menurut Rudy, setiap Kalurahan sekarang harus dapat menyediakan

informasi untuk setiap orang, karena hal tersebut telah diatur oleh undang-

undang. “Semuanya telah diatur di Pasal 28F UUD 1945 yang kemudian

diaplikasikan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Rudy.

Menyikapi hal tersebut, Rudy meminta agar semua pejabat publik untuk

mengubah paradigma mereka mengenai keterbukaan informasi. “Dari dulu

yang biasanya informasi sifatnya tertutup, kecuali yang dibuka, sekarang

informasi itu semuanya terbuka, kecuali yang ditutup. Jadi, sekarang itu

informasi yang harus mencari masyarakat, bukan masyarakat yang mencari

informasi,” tegasnya.

Karena itu, Rudy mengingatkan agar pelayanan keterbukaan informasi publik

dapat ditingkatkan, salah satunya dengan menunjuk Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk di tingkat Kalurahan. Hal ini

dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh hak mereka akan

informasi melalui berbagai kanal.

“Selain itu, kanal informasi yang dibuat tersebut, sepert website dapat juga

dimanfaatkan oleh Desa (Kalurahan) untuk mempromosikan potensi lokal

mereka,” tambah Rudy.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Noor Hidayati ZP,

menyebutkan bahwa Pemkab Sleman telah berusaha untuk memberikan

pelayanan terbaik untuk keterbukaan informasi publik dengan membentuk

PPID di setiap Badan Publik yang ada di Sleman.

“Untuk di setiap OPD di lingkup Pemkab Sleman, bahkan sampai ke

kapanewon sudah terbentuk PPID-nya, dengan Diskominfo sebagai PPID

Utamanya. Nah sekarang tinggal di tingkat Kalurahan,” jelas wanita yang

biasa disapa Ida ini.

Untuk itu, menurut Ida, Pemkab Sleman telah mengeluarkan Peraturan

Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi

Publik Kalurahan sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan informasi

publik di tingkat kalurahan.

Ida berharap, dengan adanya Perbup ini, seluruh sistem pelayanan informasi

publik di setiap kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman dapat berjalan

dengan maksimal. “Selain itu, dengan adanya PPID di tingkat Kalurahan ini

dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa informasi,” tambah

Ida
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BADAN PUBLIK HARUS PERHATIKAN

AKSES INFORMASI UNTUK

MASYARAKAT

Posted by admin | Mar 31, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan keterbukaan

informasi publik, adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat. Beberapa informasi tersebut antara lain informasi yang wajib

diumumkan serta merta, informasi yang wajib diumumkan setiap saat, dan

informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

“Informasi tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat yang

membutuhkan,” terang Noor Hidayati ZP, Kepala Bidang Informasi dan
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Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten

Sleman ketika menjadi pembicara dalam acara Evaluasi Pelaksanaan

Pengelolaan Informasi Publik di Kapanewon Seyegan, Selasa (30/3/2021) di

Ruang Rapat I Kantor Kapanewon Seyegan, Sleman.

Wanita yang juga biasa dipanggil Ida ini menyebutkan bahwa selain

ketersediaan informasi, badan publik seperti kapanewon juga harus

memperhatikan cara masyarakat dapat mengakses informasi tersebut, yang

dalam hal ini melalui media resmi kapanewon, seperti website, media sosial,

dan surat elektronik (e-mail). Hal itu dilakukan agar kualitas pelayanan

informasi dapat terus ditingkatkan, sehingga badan publik nantinya dapat

memperoleh predikat informatif.

“Termasuk dalam uji akses informasi melalui e-mail. Kita harus rutin

membuka e-mail, karena banyak juga permohonan informasi melalui e-mail.

Itu yang menjadi kelemahan kita pada penilaian kemarin,” ungkap Ida.

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri melalui Dinas Kominfo telah

melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan informasi di

masing-masing OPD yang ada di Sleman, termasuk di tingkat kapanewon.

Salah satunya adalah dengan mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

rutin terhadap pengelolaan dan penyedian informasi publik di masing-

masing OPD.

“Ada dua aspek yang kita nilai, yaitu pengelolaan informasi dan dokumentasi,

kemudian pengelolaan website,” jelas Ida.

Dengan adanya evaluasi ini, Ida mengharapkan setiap badan publik di

Sleman dapat meningkatkan pelayanan informasi publik yang diberikan, baik

dari kualitas pelayanan informasi maupun kualitas konten informasi yang

disediakan.

“Termasuk di Seyegan ini, diharapkan nantinya dapat menjadi pendatang

baru di tingkat kapanewon, menjadi OPD dengan kategori informatif,

menemani Depok dan Moyudan,” jelas Ida.
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KID DIY SAMPAIKAN HASIL MONEV

KETERBUKAAN INFORMASI DI SLEMAN

DAN RENCANA APRESIASI DESA

Posted by admin | Apr 26, 2021 | Berita, Bidang IKP, Sekretariat | 0  |

Keterbukaan informasi di setiap badan publik memerlukan komitmen dari

semua pihak. Hal tersebut yang mendorong Komisi Informasi Daerah (KID)

DIY melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kunjungan kelima Komisioner yang dipimpin langsung oleh Ketua KID DIY

tersebut diterima Wakil Bupati Sleman di Ruang Tamu Bupati Sleman pada

Jumat (23/4/2021). Turut hadir pada penerimaan tersebut Staf Ahli Bidang
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Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(Diskominfo) Sleman, Kepala Bagian Hukum Setda Sleman dan Kepala Bidang

Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sleman.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KID DIY, Moch. Hasyim menjelaskan

maksud kunjungan tersebut guna menjalin silaturahmi serta

mengkomunikasikan program kerja.

“Kami datang silaturahmi untuk lebih mengenalkan program 2021 yang

berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 diberi amanah untuk

melaksanakan Undang-undang keterbukaan informasi publik dengan

mendorong Badan Publik untuk melaksanakan kewajibannya membuka

informasi yang seharusnya dibuka pada masyarakat,” jelasnya.

Hasyim juga menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi (Monev)

keterbukaan informasi publik tahun 2020 di seluruh DIY termasuk Sleman.

“Ada lima kuali�kasi badan publik, yang pertama adalah informatif dengan

skor 90 keatas. Kedua menuju informatif dengan skor 80 – 89, ketiga ialah

cukup informatif mulai dari 60 – 79. Yang keempat ialah kurang informatif itu

40 – 59, dan tidak informatif itu dibawah 40,” ungkap Hasyim.

Berdasarkan lima kuali�kasi Monev tersebut, terdapat 7 badan publik

Pemerintah Kabupaten Sleman yang Informatif, 9 badan publik menuju

informatif, 7 badan publik cukup informatif, dan selebihnya tidak Informatif.

Untuk tahun 2021, Komisi Informasi Pusat (KIP) menaruh perhatian terhadap

pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa. Bekerja sama dengan

Kementerian Desa, KIP memiliki program Apresiasi Desa.

Sri Surani, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KID yang juga

bertindak sebagai Ketua Monev 2021 menghimbau agar pada bulan Mei

Pemkab Sleman sudah menyiapkan satu desa untuk diseleksi di tingkat DIY.

“Kita mulai sosialisasikan lebih awal dengan harapan Pemerintah Kabupaten

dapat menyiapkan perwakilan desa yang memiliki indikator payung hukum

keterbukaan informasi publik,” ungkapnya. (Rep A�qa)
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OPD HARUS PERHATIKAN UJI AKSES

DALAM MONEV KID TAHUN 2021

Posted by admin | Jun 16, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi

membahas teknis monev Keterbukaan Informasi Daerah (KID) DIY 2021 dan

mengevaluasi teknis monev KID tahun 2016-2020 untuk Kab.Sleman, Selasa

(15/6/2021).

Rapat koordinasi ini berlangsung di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman dan dihadiri langsung oleh seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Sleman.
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Noor Hidayati ZP, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Kominfo Sleman mengatakan kondisi dan hasil KID dalam kurun waktu

4 tahun (2016-2020) mengalami penurunan yang luar biasa. Ada 3 poin yang

harus diperhatikan yaitu Self-Assessment Questionnaire (SAQ), Website dan

Uji Akses. Adapun hal spesi�k yang mengalami penurunan yaitu pada point

uji akses, tepatnya pada kurangnya atau rendahnya aktivitas pengecekan

informasi di email yang sudah dikirimkan oleh pihak pemohon.

“Diharapkan untuk selalu mengecek email yang masuk dan selalu merespon

pelayanan yang telah disediakan di website,” ujar Noor Hidayati.

Noor Hidayati juga menambahkan pada monev KID tahun 2021 ini, badan

publik yang mengikuti penilaian akan ada penambahan, yaitu PDAM Sleman.

Sementara itu, Agastya Dedy Kusuma, Pengolah Data Penyuluhan dan

Layanan Informasi pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo

Sleman menjabarkan mengenai tata cara pengisian kuesioner yang akan

dilakukan. Ia mengatakan bahwa setiap pengisian, ada link yang harus

dicantumkan.

“Di kolom pada pengisian link tersebut usahakan link yang di copypaste

tersebut harus langsung merujuk kedokumen yang dimaksud. Belajar dari

SAQ sebelumnya bahwa kita harus berlomba-lomba dalam mengisinya,”

imbuh Agas.

Pada monev yang dilakukan sebelumnya, tidak sedikit Admin OPD yang

mengalami masalah dalam mengakses email maupun login menggunakan

email di portal E-Monev.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas

Kominfo Sleman, Yudiarto Setiawan menjelaskan jika ada email yang error

atau kendala dalam mengakses diportal E-Monev, maka segera

menginformasikan kepada pihak Dinas Kominfo

“Informasi akan saya masukan semua melalui grup whatshapp yang kita

miliki dan apabila ada informasi yang kita dapatkan, kita share bersama,”

ucap Yudi. (Rep Yoga)
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EVALUASI PPID SEBAGAI UPAYA

PENINGKATAN KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

Posted by admin | Jun 25, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik,

Kapanewon Ngemplak mengadakan evaluasi terkait pelayanan informasi pada

Kamis (24/6/2021). Bertempat di Pendopo Kantor Kapanewon Ngemplak,

Kabupaten Sleman, acara tersebut turut menghadirkan perwakilan dari Dinas

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sleman sebagai narasumber.

Yudiarto Setiawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas

Kominfo sekaligus bertindak sebagai narasumber menyebutkan bahwa
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penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sleman semakin

kuat.

Hal tersebut didorong dengan adanya undang-undang, PERKI, Perbup, hingga

SK Bupati dan diperkuat dengan diresmikannya Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan

Informasi Publik.

Bertolak belakang dengan fakta tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kapanewon Ngemplak masuk ke dalam kategori kurang

informatif. Dengan kata lain, Kapanewon Ngemplak dianggap memiliki tingkat

keterbukaan informasi publik yang rendah.

Data tersebut sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari

Komisi Informasi Daerah (KID) DI Yogyakarta tahun 2020. Sebelumnya pada

tahun 2017, Kapanewon Ngemplak sempat mendapat peringkat pertama

dalam hal keterbukaan informasi publik.

“Tahun 2017 ada di peringkat pertama, tahun 2018 di peringkat kedua, tahun

2019 tidak masuk ke dalam peringkat lima teratas, dan tahun 2020 masuk ke

dalam kategori kurang informatif sesuai dengan sistem klasi�kasi terbaru dari

KID DIY,” ungkap Yudi.

Ade Fitasari, Pengolah Data Pelayanan sekaligus salah satu Pengelola PPID

Kapanewon Ngemplak, menuturkan beberapa kendala dalam

penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di kapanewon. Menurutnya,

pengelolaan website yang ideal seharusnya memiliki tim gra�s, teknis, dan

redaksi.

“Tetapi Kapanewon Ngemplak hanya punya tim gra�s yang melakukan

dokumentasi,” kata Ade.

Kendala tersebut pada akhirnya menghambat penyebarluasan informasi yang

menyebabkan Kapanewon Ngemplak menjadi kurang informatif pada tahun

2020 lalu.

Ade menambahkan bahwa Kapanewon Ngemplak memiliki bank data untuk

dijadikan konten website berupa grup WhatsApp. Namun, informasi kegiatan

yang diberikan melalui grup tersebut seringkali tidak lengkap dan

menghambat dalam pembuatan konten berita sesuai kaidah jurnalistik.

“Apa yang kita butuhkan adalah optimalisasi bank data dan memperbaiki alur

informasi, melengkapi informasi yang dikirim di grup, dan mengaktifkan

kembali sistem notulensi kegiatan,” jelas Ade.

Sejalan dengan evaluasi dari Ade, Siti Wahyu Purwaningsih selaku Panewu

Ngemplak berharap bahwa Kapanewon Ngemplak bisa menunjukkan

peningkatan pada monev berikutnya.

“Kita evaluasi bersama, mana yang kurang sama-sama kita push dan berusaha

menjadi lebih baik,” imbuhnya.
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WEBSITE KAPANEWON HARUS

INFORMATIF DAN MENARIK

Posted by admin | Sep 9, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Sleman – Salah satu media yang dijadikan sumber informasi Kapanewon

untuk publik adalah Website (Situs Web) Resmi Kapanewon. Oleh karena itu,

Website Kapanewon harus informatif dan memiliki tampilan yang menarik,

agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Hal tersebut yang digarisbawahi oleh Yudiarto Setiawan, Kepala Seksi

Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sleman ketika menjadi Narasumber pada Pembinaan Pengelolaan PPID di

Ruang Rapat Kapanewon Sleman, Rabu (8/9/2021).
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“Masyarakat saat ini ketika membutuhkan informasi dari Kapanewon, maka

yang dicari pertama adalah website resminya,” ujar Yudi.

Oleh karena itu, Kapanewon harus dapat memperhatikan apa yang

ditampilkan di website-nya, baik itu tampilan situs maupun konten.

“Ketika orang membuka situs, itu yang dilihat adalah menarik atau tidak

situsnya, dan kelengkapan informasinya,” ungkap Yudi.

Diskominfo Sleman, lanjut Yudi, rutin setiap triwulan melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh

setiap OPD di Kabupaten Sleman, termasuk kapanewon.

Yudi menjelaskan dua indikator besar yang masuk dalam penilaian, yaitu

indikator informasi publik dan indikator website. Penilaian website di sini,

lanjut Yudi, dilihat dari tampilan dan isi kontennya.

“Tampilan dapat dilihat dari berandanya seperti apa, kelengkapan informasi

di berandanya, dan inovasinya,” jelas Yudi.

Beranda di website Kapanewon menurut Yudi harus memiliki informasi dasar

seperti nama instansi pemilik web, alamat, nomor telepon, faks, dan alamat

surat eletkronik.

“Ketika orang membuka pertama kali, yang dilihat adalah ini website siapa

sih, terus kalau mau menghubungi lewat mana. Oleh karena itu, informasi

dasar harus ada di beranda,” jelas Yudi lagi.

Selain itu, konten di setiap website OPD termasuk Kapanewon harus selalu

diperbaharui. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat lebih

mengetahui terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kapanewon.

Beberapa konten yang harus rutin diperbaharui adalah menu agenda

kapanewon, dan kegiatan kapanewon.

“Penyajiannya jangan berbentuk laporan kegiatan, bisa berupa berita yang

paling tidak memiliki unsur 5W + 1H (What, Who, Where, When, Why, How).

Itu biasanya juga menjadi perhatian masyarakat,” tutup Yudi.
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MOYUDAN KUATKAN TUGAS DAN

FUNGSI PPID KAPANEWON DAN

KALURAHAN

Posted by admin | Nov 10, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Sleman – Pemerintah Kapanewon Moyudan bekerja sama dengan Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman

menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) dalam lingkup kapanewon dan kalurahan di Ruang

Rapat Kapanewon Moyudan, Selasa (9/11/2021).

Pardjono, Panewu Anom Moyudan mengatakan bahwa sosialisasi dan

pembinaan ini dilakukan agar para petugas PPID, baik di kapanewon maupun
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kalurahan dapat lebih memahami masing-masing tugas dan fungsinya.

Ia juga berharap agar pembinaan yang dilakukan ini dapat dijadikan

semangat oleh kapanewon dan kalurahan dalam memberikan pelayanan

informasi bagi masyarakat, terutama informasi tentang wisata, kuliner,

maupun UMKM yang ada di Kapanewon Moyudan.

“Agar bisa diakses melalui berbagai kanal dan bisa tersebarluaskan, sehingga

mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Kapanewon Moyudan ke

depannya,” ungkap Pardjono.

Pembinaan sendiri menghadirkan Sukarjo, Kepala Seksi Pengelolaan

Informasi Publik (PIP) Diskominfo Sleman dan Almara Jati Nuralin, Staf Seksi

PIP sebagai narasumber.

Dalam kesempatan tersebut, Almara memaparkan beberapa tugas dan

fungsi utama PPID dalam memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

“PPID menjadi tempat layanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten

Sleman. Salah satu fungsinya adalah sebagai layanan permohonan

(informasi) untuk masyarakat,” ujar Almara.

Ia juga menerangkan beberapa hal yang berkaitan denga PPID, seperti cara

mencari informasi yang dibutuhkan, cara mengajukan permohonan, serta

kinerja masing-masing PPID yang dilihat di kanal informasi masing-masing

kapanewon dan kalurahan.

Sementara itu, Sukarjo berharap pembinaan yang dilakukan ini dapat

dipahami oleh para peserta yang terbilang baru menjabat sebagai petugas

PPID di kapanewon dan kalurahan, sehingga dapat melayani kebutuhan

informasi untuk masyarakat.

“(Berharap) agar PPID kapanewon dan kalurahan (dapat) lebih giat dalam

menyampaikan informasi bagi publik,” tutupnya. (Rep Tsalsa)
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TINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI,

DISKOMINFO SLEMAN EVALUASI HASIL

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK

Posted by admin | Dec 7, 2021 | Berita, Bidang IKP | 0  | 

Sleman – Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Kabupaten

Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman

menyelenggarakan Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Keterbukaan Badan Publik Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Tahun 2021

pada Senin (6/12/2021) di Aula Lantai 3, Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman.
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Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro menuturkan

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor yang

mendorong terbukanya kinerja pemerintah Kabupaten Sleman.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang dilakukan dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat agar lebih terlibat dalam proses pengambilan

kebijakan publik dan membuka ruang pengawasan terhadap kinerja

pemerintah.

“Semoga keterbukaan informasi publik dapat terwujud, dan menjadi

kesempatan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi

publik di Kabupaten Sleman,” harap Eka

Dalam kesempatan tersebut, Erniati selaku Koordinator Bidang Penyelesaian

Sengketa Informasi KID DIY memberikan jabaran pemeringkatan badan

publik Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Kabupaten Sleman. Pemeringkatan ini dinilai dari pelaksanaan badan publik

dalam menjalankan kewajiban mengumumkan, menyediakan, melayani

permohonan, dan melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi (SAQ).

Selain itu, penilaian juga dilakukan dari masing-masing situs resmi OPD

(website) dan uji akses informasi.

Erniati juga memberikan beberapa catatan hasil monev masing-masing PPID

Kabupaten Sleman yang masih mempunyai kekurangan dalam

penanganannya, seperti badan publik tidak menyampaikan adanya

pergantian e-mail dan tidak melaporkan secara resmi adanya perbaikan situs

web.

“Untuk monev tahun ini, Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang

signi�kan,” tutur Erniati. (Rep Tsaltsa)
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